BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada prinsipnya seseorang dapat memelihara satwa liar di Indonesia baik yang
dilindungi dan yang tidak dilindungi, hal itu dapat dilakukan melalui dua cara yang
diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Penangkaran dan
Pemeliharaan Untuk Kesenangan. Untuk kegiatan penangkaran satwa liar yang
dilindungi maupun yang tidak dilindungi boleh dilakukan penangkaran dan dilakukan
oleh setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi atas dasar Izin
Menteri, dimana Izin tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk
menguasai satwa liar, dan juga sekaligus merupakan Izin untuk dapat menjual hasil
dari penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.

Kemudian, bentuk kedua untuk memelihara satwa liar adalah Pemeliharaan
Untuk Tujuan Kesenangan, dalam hal ini hanya satwa liar yang tidak dilindungi yang
boleh dipelihara dan hanya orang saja yang boleh memelihara. Dalam hal tersebut,
terdapat beberapa pembatasan-pembatasan bagi orang yang memelihara untuk tujuan
kesenangan. Dengan dilakukan nya penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa
satwa liar yang dipelihara melalui penangkaran untuk status kebendaan nya adalah
hanya hak memungut hasil (vruchtgebruik), sedangkan pemeliharaan untuk tujuan
kesenangan, status kebendaan nya hanya sebatas sebagai bezit saja dan tidak dapat
disamakan dengan hak milik dan konsekuensinya satwa liar yang dipelihara tidak
dapat dibebankan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.

Pertama, satwa liar yang dipelihara melalui penangkaran memiliki kesamaan
unsur-unsur dengan hak memungut hasil yaitu pemegang Izin penangkaran dapat
menjual hasil dari penangkaran nya, satwa yang dipelihara melalui Izin penangkaran
bukan merupakan hak milik dari orang/badan hukum yang memelihara satwa liar
tersebut tetapi seolah-olah dia seperti “pemilik” dari kebendaan itu, Adanya

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin penangkaran satwa
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liar. Sehingga, status kebendaan dari satwa liar yang dipelihara melalui penangkaran
hanya dapat sebatas hak memungut hasil dan bukan bezit, hak milik ataupun hak
pakai dan mendiami.

Kedua, pemeliharaan  untuk  tujuan  Kkesenangan  memiliki
pembatasan-pembatasan dalam memelihara satwa liar yang tidak dilindungi seperti
adanya kewajiban untuk memelihara kesehatan, kenyamanan, keamanan jenis
tumbuhan atau satwa liar pemeliharaannya dan juga menyediakan tempat dan fasilitas
yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar, adanya evaluasi
dari pemerintah setiap 5 tahun mengenai kecakapan atau kemampuan seseorang atau
lembaga atas kegiatannya untuk memelihara satwa liar tersebut, adanya kewajiban
untuk membuat laporan secara berkala mengenai pemeliharaan satwa untuk
kepentingan evaluasi. Adanya pembatasan-pembatasan tersebut penulis menarik
kesimpulan bahwa satwa liar yang dipelihara untuk tujuan kesenangan maupun
penangkaran dua-duanya hanya sebuah pemanfaatan hak dari negara kepada
masyarakat untuk dapat memelihara satwa liar, mengingat kembali pada definisi
satwa liar merupakan binatang yang hidup bebas atau dipelihara manusia. Sehingga,
dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa satwa liar tidak dapat dimiliki
melainkan hanya dapat dipelihara. Maka, status kebendaan dari satwa liar baik
penangkaran maupun untuk tujuan kesenangan merupakan sebatas pemanfaatan
hak untuk memelihara, tetapi apabila dipandang dari hukum benda dan jaminan
status kebendaan dari satwa liar yang dipelihara berbentuk penangkaran adalah hak
memungut hasil (vruchtgebruik) dan untuk tujuan kesenangan hanya dapat dipandang
sebatas sebagai bezit.

Ketiga, konsekuensi terhadap satwa liar yang dipelihara dengan mekanisme
Izin dan juga terdapat pembatasan-pembatasan terhadapnya, tidak dapat dilakukan
pembebanan jaminan terhadap satwa liar tersebut dikarenakan adressat dan alasan
dari Izin sudah jelas dari awal penerbitan Izin tersebut yang artinya seseorang yang
memiliki Izin tidak dapat dengan mudah untuk mengalihkan penguasaan satwa liar
tersebut. Dikarenakan apabila seseorang (debitur) ingin menjaminkan satwa liar yang

dipeliharanya, maka kreditur (penjamin) tersebut harus memohonkan Izin baru dan
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memenuhi syarat-syarat untuk memelihara satwa liar nya. Apabila hal itu terjadi
maka, hal itu bukan lagi mengenai jaminan tetapi sudah terjadi pengalihan hak
penguasaan satwa liar dengan mekanisme perubahan Izin penangkaran. Hal itu sama
dengan pemeliharaan untuk tujuan kesenangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa
satwa liar yang dipelihara baik menggunakan penangkaran dan pemeliharaan untuk

tujuan kesenangan, tidak dapat dibebankan jaminan apapun.

5.2 Saran

Saran Pertama dari penulis adalah melakukan pembaruan terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan-peraturan pelaksananya seperti PP, Peraturan
Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan menambahkan
pemanfaatan satwa liar untuk dapat dijaminkan/dibebankan jaminan, dikarenakan
status quo mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekarang
sudah tidak dapat menunjang kebutuhan dari masyarakat dan juga sudah tidak dapat
menjawab urgensi yang sesungguhnya terjadi khususnya mengenai memelihara satwa
liar, hal yang nyata terjadi bahwa sudah banyak kasus mengenai satwa liar yang mati
pada kebun-kebun binatang akibat ketidakmampuan memelihara satwa liar,
dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk merawat satwa liar tidaklah murah.
Sehingga, seharusnya di regulasi mengenai opsi untuk menjaminkan satwa liar agar
menjaga keuangan dari pemelihara satwa liar tetap berputar.

Kedua, jenis jaminan yang disarankan oleh Penulis adalah jaminan fidusia,
dikarenakan pada jaminan fidusia, penguasaan satwa liar masih berada pada
penguasaan dari debitur, sehingga dalam hal ini pemelihara satwa liar bisa
menjaminkan satwa liar nya kepada kreditur, sembari satwa liar nya masih berada
pada penguasaan pemelihara tersebut.

Ketiga, seharusnya legislatif dan juga pemerintah memberikan perhatian lebih
kepada satwa liar, terlebih lagi saat ini sudah banyak fenomena artis yang melakukan
kegiatan memelihara satwa liar untuk dijadikan “konten”. Hal inilah yang seharusnya

menjadi urgensi bagi pemerintah maupun legislator untuk melakukan regulasi yang
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lebih jelas mengenai hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ingin memelihara satwa

liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.
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